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ABSTRACT
Pasal 1 ayat (2) KUHAP menyebutkan â€œpenyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanyaâ€•. Pasal 372 KUHP menyebutkan bahwa â€œbarang siapa dengan sengaja
dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan
karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak
Rp.900.00, tetapi dalam kenyataannya masih terdapat kasus penggelapan kapal motor bantuan.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan kapal motor bantuan,
faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan kapal motor bantuan, dan Upaya yang dilakukan oleh penyidik
dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana. 
Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks,
peraturan perundang-undangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. 
Hasil penelitian menjelaskan bahwa hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan kapal motor bantuan yaitu
pelaku telah merubah nomor mesin kapal motor bantuan tersebut, sehingga sempat menyulitkan petugas Kepolisian untuk
melakukan penyidikan terhadap kasus penggelapan kapal motor bantuan tersebut, faktor pelaku melakukan tindak pidana
penggelapan kapal motor bantuan  adalah karena faktor ekonomi, karena adanya kesempatan, serta kurangnya pemahaman akan
hukuman yang akan diterima, upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan
tindak pidana adalah melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam hal ini Dinas Perikanan dan Dinas Perhubungan untuk
mengecek kembali nomor mesin kapal motor bantuan guna mempunyai dokumen nomor seri kapal motor bantuan yang dapat
membantu pemeriksaan guna melengkapi barang bukti.
Disarankan kepada Instansi terkait seperti Kepolisian, Dinas Perikanan dan Dinas Pehubungan dalam melaksanakan hukuman
kepada pelaku tindak pidana penggelapan secara tegas dan tidak tebang pilih pada proses penindakan dan dihukum sesuai dengan
peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
